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LATAR BELAKANG PENYUSUNAN RKPD TAHUN 2023
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Pelaksanaan tahun KELIMA yang merupakan tahun terakhir 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) periode 2019-2023 

Sinkronisasi Kebijakan antara Target dan Prioritas

Nasional Dan Provinsi Tahun 2023

Penyelarasan target kinerja berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 

Tahun 2021 tentang Perubahan RPJMD Provinsi Kalimantan Timur 

Tahun 2019-2023

Mengacu pada Kerangka Regulasi: Permendagri No. 86 Tahun 2017, 

Permendagri No. 70 Tahun 2019, Permendagri No. 90 Tahun 2019, 

Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021

Dasar penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon 

Anggaran Sementara (PPAS) dalam penyusunan rencana anggaran 

pendapatan dan belanja daerah (RAPBD) 

PENDAHULUAN



@bappedaKaltimbappeda.kaltimprov.go.id

RPJPD

RPJMDRENSTRA-SKPD

RKPD

RAPBD

APBD

RENJA-SKPD

RKA-SKPD

DPA-SKPD

Visi & Misi

Kepala Daerah

KUA PPAS

SISTEM 

PERENCANAAN 

PEMBANGUNAN 

DAERAH
Posisi 

saat ini

TAHAP 

PENGANGGARAN

DAERAH

HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN 
RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH

PENDAHULUAN
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Jumlah penduduk Kalimantan Timur pada tahun

2020 sebesar 3.769.073 jiwa & terus meningkat

menjadi 3.803.972 jiwa pada tahun 2021.

Tingkat kemiskinan di Provinsi Kalimantan 

Timur pada tahun 2021 mengalami peningkatan 

dibandingkan tahun sebelumnya yakni menjadi 

6,54 persen

Memiliki luas wilayah 16,7 juta ha yang terdiri 

dari luas laut 4 juta ha dan luas daratan 12,7 

juta ha (65%-nya merupakan kawasan hutan)

Tahun 2021 karena dampak Pandemi COVID-19, 

maka terjadi penurunan nilai PDRB migas 

hingga menjadi sebesar Rp 511,10 triliun 

(*sampai dengan Tw III 2021)

Laju inflasi Provinsi Kalimantan Timur 

meningkat dari tahun sebelumnya, hingga 

mencapai 2,15 persen pada tahun 2021

Ditetapkan sebagai

Lokasi Pemindahan

IKN-RI

PROFIL UMUM WILAYAH GAMBARAN UMUM
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CAPAIAN INDIKATOR MAKRO PEMBANGUNAN 
KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2021

No Indikator Target 2021 Capaian

1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 76,75 76,88

2. Tingkat Kemiskinan (%) 6,05 6,54

3. Tingkat Pengangguran Terbuka (%) 6,81 6,83

4. Laju Pertumbuhan Ekonomi (%) -1 2,48

5. PDRB per Kapita (Juta Rp) 167,5 160,11

6.
Laju Pertumbuhan Ekonomi non Migas dan 

Batubara (%)
1,5 1,96

7. Nilai Tukar Petani 112 120,94

8. Indeks Gini 0,313 0,334

9. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) 75,95 75,17

10. Indeks Reformasi Birokrasi B (71,00) B (68,10)
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PERMASALAHAN POKOK PEMBANGUNAN KALIMANTAN 
TIMUR

#1. TINGGINYA 

TINGKAT 

KEMISKINAN

#2. TINGGINYA 

TINGKAT 

PENGANGGURAN 

TERBUKA

#3. TINGGINYA 

ANGKA INDEKS 

GINI

#4. POTENSI 

PENURUNAN 

KUALITAS 

LINGKUNGAN 

HIDUP
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PERMASALAHAN PEMBANGUNAN 
PERKEBUNAN DI PROVINSI KALTIM

Produktivitas perkebunan masih rendah

Belum optimalnya produktivitas komoditi

perkebunan unggulan

Belum optimalnya nilai tambah dan fluktuasi

harga di tingkat petani

Belum optimalnya pengembangan kualitas

perkebunan unggulan non sawit.

Belum efektifnya pengelolaan areal 

perkebunan yang bernilai konservasi tinggi.

Belum optimalnya nilai tambah produksi petani 

swadaya.
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KONDISI PEMBANGUNAN PERKEBUNAN 
KALTIM TAHUN 2021

PRODUKSI PERKEBUNAN

2020 = 17,79 Juta Ton 

2021 = 17,13 Juta Ton** 

EKSPOR CPO

US$ 1,29 Juta

2020 = 2,01 Juta Ton CPO

US$ 2,81 Juta

2021 = 2,82 Juta Ton CPO

2020 = 1,53 Juta Ha

LUAS PERKEBUNAN

2021 = 1,54 Juta Ha**

NTP PERKEBUNAN 

RAKYAT 2020 (2018=100)

2020 = 124,10

2021 = 151,10
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KERANGKA KEUANGAN DAERAH TAHUN 2023
KODE REK KOMPONEN PENERIMAAN RKPD TAHUN 2022 RKPD TAHUN 2023

4 PENDAPATAN DAERAH  11.043.618.621.745 12.136.620.129.156

4.1 Pendapatan Asli Daerah  5.986.210.931.582 7.037.700.381.643

4.1.01 Pajak Daerah 5.042.645.000.000 6.015.000.000.000

4.1.02 Retribusi Daerah 20.961.945.240 23.513.538.659

4.1.03 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yg

Dipisahkan

149.177.986.342 174.327.842.984

4.1.04 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah  Yang Sah 773.426.000.000 824.859.000.000

4.2 Pendapatan Transfer 5.044.808.890.162 5.086.179.747.513

4.2.01 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat 5.044.808.890.162 5.086.179.747.513

4.2.01.01 Dana Perimbangan 5.007.354.579.162 5.048.725.436.513

4.2.01.01.01 Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil (DBH) 3.484.533.918.162 3.525.904.775.513

4.2.01.01.02 Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum (DAU) 856.333.359.000 856.333.359.000

4.2.01.01.03 Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Khusus

(DAK) Fisik

318.456.830.000 318.456.830.000

4.2.01.01.04 Dana Transfer Khusus-dana Alokasi Khusus (DAK) 

Non Fisik

348.030.472.000 348.030.472.000

4.2.01.02 Dana Insentif Daerah (DID) 37.454.311.000,00 37.454.311.000

4.3 Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah 12.598.800.000 12.740.000.000

4.3.01 Pendapatan Hibah 12.598.800.000 12.740.000.000

No. URAIAN TAHUN 2022 TAHUN 2022

1 Pendapatan 11.043.618.621.745 12.136.620.129.156

2 Pencairan Dana Cadangan - -

3 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya - -

Total Penerimaan 11.043.618.621.745 12.136.620.129.156

Dikurangi

4 Belanja Dan Pengeluaran Pembiayaan Yang Wajib dan 

Mengikat
8.591.892.374.028 9.458.280.638.094

Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan 2.451.726.247.717 2.678.339.491.062

NO URAIAN BELANJA WAJIB MENGIKAT RKPD TAHUN 2022 RKPD TAHUN 2023

A BELANJA OPERASI 8.354.025.436.590 9.308.280.638.094

1 Belanja Pegawai (Gaji. Tunjangan dan TTP) 1.940.716.624.687 1.940.716.624.687

2 Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan & 

Anggota DPRD serta KDH/WKDH
59.966.551.103 59.966.551.103

3 Bagi Hasil Kepada Kabupaten/Kota 2.607.571.500.000 3.107.500.000.000

4 Operasional Wajib Kantor 83.922.193.786 83.922.193.786

5 Insentif pemungut Pajak 151.279.350.000 180.450.000.000

6 Dana Alokasi Khusus (DAK) 666.487.302.000 666.487.302.000

7 Dana Bagi Hasil Reboisasi (DBH-DR) 196.941.606.585 202.945.387.865

8 Dana Insentif Daerah (DID) 37.454.311.000 37.454.311.000

9 Belanja pajak rokok 69.643.500.000 75.000.000.000

10 BLUD 651.500.000.000 703.500.000.000

11 Bantuan Keuangan kepada Partai 

Politik/Belanja Hibah kepada Partai Politik 

(Kesbangpol)

2.381.863.838 2.381.863.838

12 Bantuan keuangan Umum Kepada 

Pemerintah Kabupaten/Kota
800.000.000.000 1.000.000.000.000

13 Bantuan keuangan Ke Desa 42.500.000.000 42.500.000.000

14 Bantuan Keuangan Pengawasan 6.000.000.000

15 Bantuan Keuangan Penyuluh Pertanian 10.000.000.000

17 Belanja Tidak Terduga 223.202.839.000 200.000.000.000

18 Belanja Fungsi Pendidikan 642.368.664.868 897.769.740.183

19 Belanja Fungsi Kesehatan 120.142.760.683 64.383.473.640

20 Belanja untuk Pengawasan 21.691.480.268 22.684.847.281

21 Belanja untuk Peningkatan SDM ASN 20.254.888.772 20.618.342.711

B PENGELUARAN PEMBIAYAAN 236.621.946.400 150.000.000.000

1 Pembayaran Pokok Utang 0 -

2 Penyertaan modal 236.621.946.400 150.000.000.000

TOTAL BELANJA WAJIB & MENGIKAT 8.590.647.382.990 9.458.280.638.094
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TEMA DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN TAHUN 2023

TEMA PEMBANGUNAN

"Penguatan
ketahanan ekonomi, 

sosial, dan 
lingkungan menuju

kesejahteraan
masyarakat dalam

kerangka
Kalimantan Timur 
yang Berdaulat”

Pengembangan angkatan 
kerja yang kompetitif dan 

berdaya saing

Penguatan ekonomi 
kerakyatan dan 

kewirausahaan masyarakat

Peningkatan produktivitas 
kawasan industri 

pengolahan secara 
berkelanjutan

Penguatan ekspor komoditi 
unggulan yang memiliki 

nilai tambah tinggi

Pemerataan dan pemantapan 
konektivitas dan aksesibilitas 

infrastruktur antar daerah dan 
kawasan pendukung IKN

Pengembangan kemandirian 
birokrasi untuk kebijakan 

publik yang berpihak pada 
kedaulatan daerah

PRIORITAS PEMBANGUNAN
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Misi Tujuan/Sasaran Indikator Tujuan / Sasaran
Target Tahun

2022

Target Tahun 

2023

Misi 2 : 

Berdaulat Dalam

Pemberdayaan

Ekonomi Wilayah 

Dan Ekonomi

Kerakyatan Yang 

Berkeadilan

Tujuan 3:

Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi yang 

Berkualitas

Laju Pertumbuhan Ekonomi (%) 3,5+1 3,5+1

PDRB per Kapita (Juta Rp) 172 175

LPE Non Migas dan Batubara (%) 2 2,50

Nilai Tukar Petani 113,00 114,00

Sasaran 10 :

Meningkatnya Peran Sektor Pertanian

(dalam arti luas)

Kontribusi lapangan usaha sub sektor pertanian

tanaman pangan dan hortikultura terhadap

PDRB (%)

0,65 0,65

Kontribusi lapangan usaha sub sektor

peternakan terhadap PDRB (%)
0,37 0,37

Kontribusi lapangan usaha sub sektor

perkebunan terhadap PDRB (%)
5,20 5,30

Kontribusi lapangan usaha sub sektor perikanan

terhadap PDRB (%)
1,70 1,72

Kontribusi lapangan usaha sub sektor kehutanan 

terhadap PDRB (%)
1,07 1,08

Ket (*) : Data Capaian Tahun 2020





TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN TAHUN 2023
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INDIKATOR KINERJA UTAMA 
RANCANGAN AWAL RKPD PROVINSI KALTIM TAHUN 2023

No Indikator Kinerja Utama (IKU)
Target 2021

2022 2023 Target Capaian

1 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 77,25 77,75 76,75 76,88

2 Tingkat Kemiskinan (%) 6,00 5,90 6,05 6,54

3 Tingkat Pengangguran Terbuka (%) 6,75 6,50 6,81 6,83

4 Laju Pertumbuhan Ekonomi (%) 3,5±1 3,5±1 -1 2,48

5 PDRB per Kapita (Juta Rp) 172 175 167,5 182,54

6
Laju Pertumbuhan Ekonomi non migas dan 

Batubara (%)
2,00 2,50 1,5 2,69

7 Nilai Tukar Petani 113 114 118 120,94

8 Indeks Gini 0,313 0,308 0,313 0,334

9 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) 76,05 76,15 75,95 75,06

10 Indeks Reformasi Birokrasi B (71,50) B (72,00) B (71,00) B (68,10)*



Ket (*) : Data Capaian Tahun 2020



MISI 2. BERDAULAT DALAM PEMBERDAYAAN EKONOMI WILAYAH DAN EKONOMI 

KERAKYATAN YANG BERKEADILAN

TUJUAN 3. MEWUJUDKAN  PERTUMBUHAN EKONOMI YANG BERKUALITAS

SASARAN 10

STRATEGI
Peningkatan produksi dan nilai tambah komoditas sub sector 

perkebunan secara berkelanjutan

ARAH 

KEBIJAKAN

1. Peningkatan produktivitas komoditas unggulan perkebunan

2. Pengembangan komoditas unggulan perkebunan non sawit

3. Peningkatan kemitraan antara petani swadaya dengan industry hilir

4. Peningkatan nilai tambah dan stabilitas harga di tingkat petani

5. Pengelolaan areal perkebunan yang bernilai konservasi tinggi

PROGRAM 

PRIORITAS

1. Program Penyediaan dan  Pengembangan Sarana Pertanian 

2. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian

3. Program Penyuluhan Pertanian

4. Program Pengendalian dan Penanggulanan Bencana Pertanian

5. Program Perizinan Usaha Pertanian

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PRIORITAS

di Sub Sektor Perkebunan dalam P-RPJMD Kaltim 2019-2023

Meningkatnya Peran Sektor Pertanian (dalam arti luas)

Kontribusi lapangan usaha sub sektor perkebunan terhadap PDRB (%)Indikator Kinerja :
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FOKUS ARAH KEBIJAKAN KEWILAYAHAN 
PEMBANGUNAN PERKEBUNAN KALTIM TAHUN 2023

NO KAB/KOTA
ARAH KEBIJAKAN

PEMBANGUNAN
LOKUS

1. Paser
Peningkatan produktivitas dan nilai tambah

komoditas unggulan non sawit (Karet, 

Kelapa Dalam, Aren)

Karet : Longkali (Ds. Makmur Jaya, Mendik, Longkali) ; Grogot ( Janju, Prepat, Sungai Lair) ; Kuaro ( Kerta Bumi, Modang, 

Keluang Paser Jaya)

Kelapa Dalam : Longkali (Ds. Makmur Jaya, Mendik, Longkali); Ma. Samu (Rantau Atas, Suweto, Luan/Dilibinti) ;Batu Sopang

(Sungai Terik, Busui, Rantau Layung)

Aren: Longkali (Ds. Makmur Jaya, Mendik, Longkali) ; Long Ikis (Ds. Krayan Sentosa, Kayungo Sari, Samuntai)

2. KUBAR
Peningkatan produktivitas dan nilai tambah

komoditas unggulan non sawit (Karet, Lada)

Karet : Barong Tongkok (Ds. BARONG TONGKOK) ; Long Iram (Ds. SUKO MULYO) ; Sekolaq Darat (Ds. SEKOLAQ ODAY) ; 

Tering (Ds. MUARA MUJAN)

LADA : Linggang Bigung (Linggang Melapeh) ; Barong Tongkok (Ongko Asa, Juaq Asa, Balok Asa)

3. KUKAR
Peningkatan produktivitas dan nilai tambah

komoditas unggulan non sawit (Karet, Lada)

Karet :  Ma. Muntai (Ds. Muara Leka)  ; Marangkayu (Ds. Santan Ulu,Bunga Putih)

Kota Bangun (KOTA BANGUN II, SUKABUMI) ,  Ma. Badak (Salo Cela, Badak Mekar)

Lada : Loa Janan (Batuah, Tani Harapan)

4. KUTIM
Peningkatan produktivitas dan nilai tambah

komoditas unggulan non sawit (Kakao)

Karangan ( Karangan Sebrang)

Busang (Rantau Setosa, Long Bentuk)

Sandaran (Manubar, Tg Mangkalihat)

5. Berau

1) Peningkatan produktivitas dan nilai

tambah komoditas unggulan non sawit

(Kelapa Dalam, Kakao, Lada, Pala)

Kelapa Dalam :  Biduk-Biduk (Teluk Sulaiman, Giring-Giring, Tanjung Perepat)  ; Batu Putih (Tembudan, Lobang Kelatak)

Kakao :  Sambaliung (Pesayan,Sukan Tengah),  Kelay (Sido Bangen, Muara Lesan)

Lada :  Gunung Tabur (Melati Jaya, Merancang Ilir)   Biatan (Biatan Lempake, Manunggal Jaya)

Pala : Biduk-Biduk (Teluk Sumbang)

6. PPU
3) Peningkatan produktivitas dan nilai

tambah komoditas unggulan non sawit

(Kelapa Dalam, Lada)

Kelapa Dalam : Penajam (Sotek)

Lada : Sepaku (Semoi Dua, Argomulyo)
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EVALUASI CAPAIAN KINERJA DINAS PERKEBUNAN
TAHUN 2021 THD P-RPJMD 2019-2023

Program Indikator
Target Realisasi Capaian (%)

Pagu RPJMD 

(Rp)

Pagu APBD 

(Rp)

Realisasi 

RPJMD

Capaian 

(%)

[ TUJUAN ] 3. Mewujudkan 

Pertumbuhan Ekonomi yang 

Berkualitas

Laju Pertumbuhan Ekonomi 

(%)
-1 2,48 248%

LPE Non Migas dan Batubara 

(%)
1,5 1,96 130,67%

Nilai Tukar Petani 118 120,94 102%

[ SASARAN ] 3.4 

Meningkatnya Peran Sektor 

Pertanian (dalam arti luas)

Kontribusi lapangan usaha 

sub sektor pertanian tanaman 

pangan dan hortikultura 

terhadap PDRB (%)

0,64 0,54 84,38%

Kontribusi lapangan usaha 

sub sektor peternakan 

terhadap PDRB (%)

0,36 0,32 88,89%

Kontribusi lapangan usaha 

sub sektor perkebunan 

terhadap PDRB (%)

5 4,97 99,4%

Kontribusi lapangan usaha 

sub sektor perikanan terhadap 

PDRB (%)

1,68 1,56 92,86%

Kontribusi lapangan usaha 

sub sektor kehutanan 

terhadap PDRB (%)

1,06 1,04 98,11%

[ PROGRAM ] PROGRAM 
PENGENDALIAN DAN 
PENANGGULANGAN BENCANA 
PERTANIAN

Jumlah penurunan emisi sektor 
perkebunan (Ton CO2eq)

4,079 6,73 164,99% 1.219.000.000 1.219.000.000 1.132.376.875 92,89%

Jumlah Taksasi Kerugian Akibat 
Serangan OPT (Rp)

1.047.138.860 1.044.792.912 99,78% 1.219.000.000 1.219.000.000 1.079.557.051 88,56%
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EVALUASI CAPAIAN KINERJA DINAS PERKEBUNAN
TAHUN 2021 THD P-RPJMD 2019-2023

Program Indikator
Target Realisasi Capaian (%)

Pagu RPJMD 

(Rp)

Pagu APBD 

(Rp)

Realisasi 

RPJMD

Capaian 

(%)

[ PROGRAM ] PROGRAM 
PENYEDIAAN DAN 
PENGEMBANGAN PRASARANA 
PERTANIAN

1) Jumlah Kelompok Tani yang 
mendapatkan Bantuan Prasarana 
Perkebunan ; 2) Luas Kebun yang 
dibangun

30/1.425.580 31 / 1.517.300 104,88% 7.995.000.000 7.995.000.000 6.679.289.750 83,54%

Jumlah Prasarana Kantor yang 
Tersedia

2 2 100,00% 2.342.196.000 2.342.196.000 1.959.043.554 83,64%

[ PROGRAM ] PROGRAM 
PENYEDIAAN DAN 
PENGEMBANGAN SARANA 
PERTANIAN

Jumlah benih yang beredar (ekor) 6.000.000 4.158.600 69,31% 934.000.000 934.000.000 863.164.978 92,42%
Persentase pemenuhan kebutuhan 
benih unggul bermutu untuk 
perkebunan rakyat

75% 92,32% 123,09% 3.630.000.000 3.630.000.000 3.323.835.537 91,57%

Produksi komoditas perkebunan 
(ton)

17.136.849,15 17.461.751 101,90% 6.005.000.000 6.005.000.000 5.190.021.450 86,43%

[ PROGRAM ] PROGRAM 
PENYULUHAN PERTANIAN

Jumlah kelembagaan petani 
berbasis korporasi yang dibentuk

1 1 100,00% 3.850.000.000 3.850.000.000 3.537.377.859 91,88%

[ PROGRAM ] PROGRAM PERIZINAN 
USAHA PERTANIAN

Jumlah perusahaan yang mendapat 
sertifikat penilaian usaha 
perkebunan (PUP)

35 41 117,14% 784.000.000 784.000.000 772.764.300 98,57%

[ PROGRAM ] PROGRAM 
PENUNJANG URUSAN 
PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI

Skor Kepuasan Masyarakat 
Terhadap Pelayanan Urusan Bidang 
Perkebunan

86% 88,81% 103,27% ########### 26.598.098.140 23.870.174.677 89,92%
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PROGRAM FCPF DI SEKTOR PERKEBUNAN
Perbaikan Tata Kelola 

Hutan dan Lahan

Penguatan 

Pembinaan 

Hutan dan Lahan

Mengurangi 

deforestasi dan 

degradasi hutan 

dalam areal 

perizinan

Pengembangan 

alternatif 

penghidupan 

masyarakat 

berkelanjutan

Manajemen dan 

Pemantauan Program

KODE SUB-KEGIATAN
C11A102 Perkebunan berkelanjutan dideklarasi dan diadopsi oleh perusahaan perkebunan di level lapangan 

C12A102 meninjau ijin-ijin kehutanan, pertambangan, dan perkebunan

C41A101 Memfasilitasi dan memonitor implementasi HCV di perkebunan 

C41A102 Pelatihan pengelolaan HCV untuk layanan perkebunan

C41A103 Pelatihan ISPO untuk layanan perkebunan

C41A201 Deklarasi komitmen dari pemerintah dan sektor swasta di tingkat kabupaten untuk mengimplementasi

perkebunan berkelanjutan

C41A202 Memfasilitasi konsultasi antara dan di dalam pemerintah lokal (pemerintah provinsi dan kabupaten) dan 

sektor swasta

C41A203 Bantuan teknis pada implementasi perkebunan berkelanjutan dari komitmen yang dilakukan oleh 

sektor swasta

C41A204 bantuan teknis pada implementasi perkebunan berkelanjutan dari komitment yang dilakukan oleh 

pemerintah kabupaten

C41A205 Bantuan teknis untuk perusahaan perkebunan dalam mematuhi prinsip-prinsip ISPO

C41A206 Bantuan teknis untuk perusahaan perkebunan untuk meningkatkan produktifitas

C41A207 Technical assistant implementation of forest fire prevention and control by private secttor

C42A101 Konsultasi dan diskusi antara perusahaan-perusahaan perkebunan dengan pemangku kepentingan

yang relevan (termasuk masyarakat) dalam menyepakati komitmen-komitmen untuk implementasi

perkebunan berkelanjutan

C42A201 Mengembangkan prototipe model inisiatif “Sistem Kemitraan dalam mengkontrol kebakaran lahan

perkebunan” 

C42A202 Pelatihan pencegahan dan pengendalian kebakaran lahan perkebunan berbasis masyarakat bagi

perkebunan dan masyarakat di sekitar area perkebunan

C43A101 Bantuan teknis bagi pengusaha kecil dalam mematuhi prinsip-prinsip ISPO

C43A102 Implementasi ISPO oleh pengusaha kecil

C43A201 Bantuan teknis untuk pencegahan dan kontrol kebakaran hutan dan lahan oleh pengusaha kecil

C43A202 Pelatihan pencegahan dan kontrol kebakaran hutan dan lahan berbasis masyarakat bagi pengusaha 

kecil 

C43A203 Menyediakan peralatan pencegahan dan kontrol kebakaran hutan dan lahan bagi pengusahan kecil

C62A203 Pengembangan kapasitas pengukuran ER 
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SEKTOR PERKEBUNAN DALAM MENDUKUNG 
PENCAPAIAN SDGs

RENSTRA / RENJA DINAS PERKEBUNAN

INDIKATOR SDGs: 

13.2.1.(a) 

Dokumen pelaporan

penurunan emisi gas 

rumah kaca (GRK).

INDIKATOR SDGs: 2.3.1* 

Nilai Tambah Pertanian dibagi jumlah

tenaga kerja di sektor pertanian

(rupiah per tenaga kerja)

PERKEBUNAN MENDUKUNG SECARA LANGSUNG
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DUKUNGAN YANG DIHARAPKAN DALAM RANGKA 
PEMBANGUNAN PERKEBUNAN

02

04
Peningkatan Kualitas dan 

Pengawasan Perijinan

Perkebunan dan Investasi Industri

Olahan Perkebunan

Kementerian / Dinas 

Penanaman Modal, Investasi

Prov/Kab/Kota

Kementerian / Dinas

Perindagkop, UKM 

Prov/Kab/Kota

Pembinaan Pengolahan dan 

Akses Pemasaran Produk-

Produk Olahan Perkebunan

Peningkatan Infrastruktur Pendukung 

dan Akses Jalan Produksi

Kementerian / Dinas

Pekerjaan Umum

Prov/Kab/Kota

Penyediaan / Pengawasan Bibit/Benih

yang unggul dan bersertifikat

UPTD Pembenihan

Perkebunan

Pusat/Provinsi/Kab/Kota
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TERIMA KASIH

BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH 

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

BIDANG PEREKONOMIAN DAN SDA

economybappeda@gmail.com

Jl. Kesuma Bangsa No. 2 Samarinda

Telepon 0541-741044
Faximile 0541-742283
http://www.bappedakaltim.com/beranda

mailto:economybappeda@gmail.com
http://www.bappedakaltim.com/beranda

